BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pemerintahan Marga Telah berlangsung cukup lama di Wilayah Eks. Kesultana Palembang Darussalam (Sumsel, Lampung, Bengkulu dan Babel).
2. Kewenangan Kepala Marga (Pasirah) diberikan hak otonom seluas-luasnya oleh Kesultanan sesuai dengan UUSC.
3. Hampir semua Daerah Kab./Kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Eks. Kesultanan Palembang) masyarakatnya menerapkan nilai-nilai kearifan local berdasarkan nilai-nilai UUSC. Bahkan ada yang mengimplemtasikannya dalam pemerintahan local (Masyarakat Pekal)
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUSC tidak ada yang bertentangan dengan Nilai-nilai Islam (Siyasah Syar’iyah)


B. SARAN
1. Untuk menjaga kelestarian nilai-nilai yang ada di dalam UU SC merlu dibentuk perUUan, seperti pembentukan Perda, minimal Peraturan Kepala Daerah;
2. Dalam pelaksanaan/penembentukan pemerintahan yang terendah, pemerintahan di wilayah Eks. Kesultan hendaknya mengusulkan agar dikembalikan kepada Pemerintahan Marga;
3. Setelah terbentuknya pemerintahan terendah berbasis model Pemerintahan Marga, Pemerintah memberikan hak-hak khusus kepada daerah eks. Kesultanan Palembang, jika perlu diberi status daerah Istimewa.



